Menimbang

Mengingat

WALi KOTATOMOHON
PROVINS! SULAWESIUTARA

PERATURANDAERAH KOTATOMOHON
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUNANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

bahwa untuk melaksanakan  ketentuan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

I, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10  Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten = Minahasa Selatan dan Kota
Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara, (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 30; Tambahan  Lembaran Negara
Republik Indonesia 4273);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah  Nomor [2 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322)\L,



Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTATOMOHON
dan

WALIKOTATOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.

BABI
KETENTUANMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Tomohon.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kata Tomohon.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kata Tomohon.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kota
Tomohon yang bertanggungjawabkepada Wali Kota dan membantu Wali Kata
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Palisi
Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.

7. Daerah otoriom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah tersebut.

9.  Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh \l,



DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Qanun yang
berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi
(Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua.

10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya clisingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan clitetapkan dengan
peraturan daerah.

12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

14, Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

15. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

16.  Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

17.  Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah
selisth lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu

periode anggaran.

BABII
PERTANGGUNGJAWABARELAKSANAANPBD

Pasal 2
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan Memuat:
. laporan realisasi anggaran;

a
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

C. neraca;

d. laporan operasional;

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g catatan atas laporan keuangan. \|,



Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a

Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut

a. pendapatan Rp. 667.630.201.368,00
b. belanja dan transfer Rp. 657.722.536.985,00
c. surplus/ defisit Rp. 9.907.664.383,00
d. pembiayaan
1) penerimaan Rp. 3.017.237.896.,40
2) pengeluaran Rp. 0,00
3} pembiayaan Netto Rp. 3.017237.896.,40
Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai

berikut:

a.

selisth anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (27206.951.384,00)
dengan rincian sebagai berikut:

1) anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 694.837.152.752,00

2) realisasi Rp. 667.630.201.368,00

3} selisih kurang Rp. (27 .206.951.384,00)
selisth anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (40.113.654.770,00)

dengan rincian sebagai berikut:

1) anggaran belanja setelah perubahan Rp. 697274.807.182,00
2) realisasi Rp. 657.161.152.412,00
3) selisih kurang Rp. (40.113.654. 770,00

selisth anggaran dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan sejumlah

Rp. (18.198.893,00) dengan rincian sebagai berikut.:

1) anggaran belanja setelah perubahan Rp. 579.583.466,00
2) realisasi Rp. 561.384.573.00
3) selisih kurang Rp. (18.198.893,00)

selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit Rp. 12924.902279,00  dengan

rincian sebagai berikut:

1) surplus/defisit setelah perubahan Rp. (3.017.237.896,00)
2) realisasi Rp. 9907.664.383,00
3) selisih lebih Rp. 12.924.902.279,00

selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan Rp. 040 dengan
rincian sebagai berikut
) anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 3017 237 896,00
2) realisasi Rp. 3.017.237.896,40
3) selisih lebih Rp. 0,40 \1




f. selisth  anggaran dengan  realisasi  pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut

1) anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 0,00
2) realisasi Rp. 0200
3) selisih Rp. 0,00

g. selisih anggaran dengan realisasi  pembiayaan  netto sejumlah Rp. 0,40
dengan rincian sebagai berikut

1) anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp. 3.017.237.896,00

2) realisasi Rp. 3.01 7.237.896 A0

3) selisih lebih Rp. 0,40
Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2

huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

saldo anggaran lebih awal Rp. 3.017237.896,40
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan

pembiayaan Tahun berjalan Rp. 3.017 .237.896A0

sub total (a- b) Rp. 0,00
d. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

(SILPA/SiKPA) Rp. 12.924.902.279240
e. sub total (c+ d) Rp. 12.924.902.27940
f. koreksi kesalahan pembukuan Tahun

sebelumnya Rp.. 0,00
g lain - lain Rp. 0,00
h. saldo anggaran lebih akhir (c+e + g) Rp. 12.924.902279 ,40

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun yang berakhir

sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. jumlah aset Rp. 1656.677.247.890,22

b. jumlah kewajiban Rp. 19.155.538.748,59

c¢. jumlah ekuitas Rp. 1.637.521.709.141,63
Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. jumlah pendapatan Rp. 684.973.511.168,00

b. jumlah beban Rp. 639.753.063.8181001t,



c. surplus/defisit dari operasi (a- b} Rp. 45.220.44 7.350,00

d. jumlah surplus/ defisit dari kegiatan non

operasional Rp. (2.486.612. 704, 16)
e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa (¢
+d) Rp. 42.733.834.645,84
f. pas luar biasa RQ. 0100
g. surplus/ defisit LO Rp. 42.733.834.645,84
Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang

berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. saldo akhir kas di BUD Rp. 12.651.618.815,40
b. kas di Bendahara Penerimaan Rp. 16.066.174,00
c. kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00
d. kas di Bendahara FKTP Rp. 134.654.830,00
e. kasdi Bendahara Dana BOS Rp. 201.198.797,00
f. kas lainnya di Bendahara (Selain BUD) Rp. 9.693.018,00
g. saldo akhir kas Rp. 13.013.231.63440
Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. ekuitas awal Rp. 1.611.247.739.159,88

b. surplus/defisit -LO Rp. 42.733.834.645,84

c. dampak kumulatif perubahan

kebijakan/ kesalahan mendasar

1) koreksi nilai persediaan Rp. 0,00

2) selisih revaluasi aset tetap Rp. 0,00

3) koreksi ekuitas lainnya Rp. (16.459.864.664,09}

d. ekuitas akhir Rp. 1.637.521.709.14 1,63
Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g
Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif

atas pos-pos Laporan Keuangan.
Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dalam

Peraturan Daerah ini terdiri dari : tl'




oo o

=

5 B a =S

e

Lampiran |

1) Lampiran 1.1

2) Lampiran 1.2

3) Lampiran 1.3

4)Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran 111
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran X/
Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV
LampiranXV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX

Laporan Realisasi Anggaran;
Ringkasan LRAmenurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;
Rincian LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah,;

Daftar Rekapitulasi Konstruksidalam Pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya,;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan

Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali

Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/ Perusahaan Daerah.~




BAB 111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Wali Kota Tomohon menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan = APBD sebagai rincian lebih lanjut dari

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.\l

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 30 A_QUS"'US 1011

PARAF KOORDINASI WALIKOTA TOMOHON,

Kepala BPKP Daerah

abag Hukum

| e

Inspektur Kota
CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK
Asisten Adm. Umum

Sekretaris Daerah

Wakil Wali Kota Tomohon

Diundangkan di Tomoho/
pada tanggal 30 A.Qustus 101

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TOMOHON,

EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021 NOMOR ~
NOREG PERATURAN DAERAH KOTATOMOHON, PROVINS! SULAWESI UTARA:

(3 1202 k



lamplran | Pe,atutan 0aerah T.A. 2020
Nomor : 3 Tahun 2021
Tanggal : 30 Agustus 2021
PEMERINTAH KOTA TOMOHON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Jumlah (RP) Bertambah / (Berkurang)
Uralan
Yo Anggj:jgaﬁ?ndah Realisas! ®p) %)
1 PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Oaerah 23.659.784.148.00 21.066.997.354.00 (2.592 786.794,00) 89,04
4 Pendapalan Rellibusi Daerah 19.952.836.642,00 7.775.914.307,00 (12.176.922.335,001 38,97
5 Pendapalan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Oipisahkan 1.500.000.000,00 578.437.473,00 [921.562.527.00) 38,56
6 lain-lain PAuyang Sah 9.051.11!1.698,00 7.654.806.544,00 (1.396.313.154,00) 84,57
7 Jumlah PendapatanAsli Daerah (3 sld 61 54.163.740.488,00 37.076.155.678,00 (17.087.584.810,00) 68,45
8
9 PENDAPATANTRANSFER
10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT « DANA PERIMBANGAN
11 Dana Bagi Hasil Pajak 19.361.902.902,00 12.823.375.810,00 (6.538.527.092,00) 66,23
12 Dana Bagi Hasil Bukan Pajal</Sumber Daya Alam 11.639.335. 937.00 8.192.168.345.00 (3.447.167.592,00) 70,38
13 Dana Alokasi Urnum 402.379.553.000,00 400.737.393.000,00 (1.642.160.000,00) 99,59
14 DanaAlokasi Khusus 105.700.517127.00 111.986.000.589.00 6.285.483.462.00 105,95
15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 sld 141 539.081.308.966,00 533.738.937 .744,00 (5.342.371122,00) 99,01
16
17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
18 Dana Olonomi Khusus
19 Dana Penyesuaian 78.377. 116.000.00 78.377.116.000,00 0,00 100,00
20 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat* Lainnya (18 sld 19) 78.371.116.000,00 78.377.116.000,00 0,00 100,00
21
22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINS!
23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 15017.787.298,00 12.511.607. 729,00 (2.506.179.569,00) 8331
24 Bantuan Keuangan dari Pemerinlah Daerah Provinsi Lainnya
25 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
26 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 25) 15.017.787.298,00 12.511.607 .729,00 (2.506.179.569,0D) 83,31
27 Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 26) 632.476.212.264,00 624.627.661.473,00 (7.848.550.791,00) 98,76
28
29 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
30 Pendapalan Hibah 4.197.200.000.00 4.059.075.000,00 (138.125.000,00) 96,71
31 Pendapatan Dana Darutal
32 Pendapatan lainnya 4.000.000 000,00 1.867.309.217,00 (2.132.690.783,00) 46,68
33 Jumlah Lain-ain Pendapatan yang Sah (30 sld 32) 8.197.200.000,00 5.926.384.217,00 (2270.815.783,00) 72,30
34 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 27 +33) 694.837.152.152,00 667.630.201.368,00 (27.206.951.384,00) 96,08
35
36 BELANJA
37 BELANJAOPE RASI
38 Belanja Pegawai 345.054.057.946.00 333.285.695.379.00 (11.768.362.567,00) 96,59
39  Belanja Barang 172.190.640.953.00 152.308970.550.00 (H1.881.670.403,00) 88.45
40 Sunga
41 Subsidi
42 Hibah 32.207200.000,00 31.703412.850,00 (503.787.150,00) 9844
43 Bantuan Sosial 3.980.000.000.00 3.666.600.000,00 (313.400.000,00) 92,13
44 Bantuan Keuangan
45 Jumlah Belanja Operasi (38 sld 44] 553.431 .898.899,00 520.964.678.779,00 (32.467.220.120,00) 94,13
46
47 BELANJA MODAL
48 Belanja Tanah
49  Bel~nja Peralalan dan Mesin 33.759440. 720,00 32.592.057.397,00 (1167.383.323.00) 96,54
50 Belanja Gedung dan Bangunan 37.748.538.246,00 36.818.482.046.00 (930.056.200.00) 97,54
51 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 47460.321.219,00 45.281.578.185,00 (2.178.743.034,00) 95,41
52 Belanja Aset Telap Lainnya 9261.833.300,00 9.173.758900.00 (88.074.400.001 99.05
53 Belanja Aset lalnnya
54 Jumlah Belanja Modal (48 sld 53) 128.230.133.485.00 123.865.876.528,00 (4.364.256.957,00) 96,60
55
56 BELANJA TAK TERDUGA
57 Belanja TakT erduga 15612.774.798.00 12.330597.105.00 (3.282. m.693,00) 7898
58 Jumlah Belanja Tak Terduga (57) 15.612.774.798,00 12.330597.105,00 (3.282.177.693,00) 78,98
59 JUMLAH BELANJA (45 + 54 + 58) 697.274.807.182,00 657.161.152412,00 (40.113.654.770,00) 94,25
60
61 TRAPISFER
62 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
63 Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah lainnya
64  Transfer Bantuan Keuangan lainnya 579.583.466,00 561.384.573,00 (18.198.893,00) 96,86
65 JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (63 + 64) 579.583.466,00 561.384.573,00 (18.198.893,00) 96,86
66 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (59 + 65) 697 .854.390.648,00 657.722.536.985,00 (40.131.853.663,00) 94,25
67
68  SURPLUSIDEFISIT (34 + 66) (3017.237.896,00) 9.907.664.383,00 12.924.902.279,00 (328,37)
—~—9. —— ————— e e )L,




Jumlah  (Rp) Bertambah | (Berkurang)
No Uraian Angiaerrir:) ﬂ:ﬁtelah Realisas| Ro) %)
1 2 4 3 ] 5
70 |PEMBIAYAAN
72 |PENERIMAAN PEMBIAYAAN
73 |Pengunaan SILPA 3.017.237 896,00 3017 23789640 040 100,00
74 JPencairan Dana Cadangan
75 |Has| Penfualan Kekayaan Daerah yang Oip,sahkan
76 |Pinjaman Dalam Negeri * Pemerinlah Pusal
77 |PInfaman Dalam Negen ¢ Pemerinlah Daerah La,nnya
78 JPinlaman Dalam Negen - Lembaga Keuangan Bank
79 |PInjaman Dalam Negeri * Lembaga Keuangan Bukan Bank
80 |Pinjaman Dalam Negen . Obligas,
81 JPIn1aman Dalam Negen * Lainnya
82 |Penenmaan Kembali PInfaman Kepada Perusahaan Negara
83 |Penenmaan Kembah P,njaman kepada Perusahaan Daerah
84 |Penenmaan kemball P,n,aman kepada Pemer,nfah Daerah Lannya
85 |Jumlah Penerimaan (73 s/d 84) 3017237 896,00 3.017.237.896,40 0,40 100,00
86
87 |PENGELUARAN PEMBIAYAAN
88 |Pembentukan Dana Cadangan
89 [|Penyertaan —al Pemennlah Daerah
90 |Pembayaran Pokok Pintaman Dalam Negen - Pemer,nlah Pusat
91 |Pembayaian Pokok Pinjaman Dalam Negen - Pemenntah Daerah Lamnya
92 |Pembayaran Pokok Pin;aman Dalam Negeri . Lembaga Keuangan Bank
93 |Pembayaian Pokok Pintaman Oatam Negen . Lembaga Ktl\Jangan Bukan Bank
94 |Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negen * Obl,gas,
95 |Pembayaran Pokok Pinlaman Dalam Negen * Lainnya
96 |Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
97 |Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
98 |Pemberian Pembayaran Pokok Hulang Pada Pihak Keliga
99 |Jumlah Pengeluaran (88 sld 98)
100 [PEMBIAYAAN NETIO (85 - 99) 3017.237.896,00 3.017 237 896,40 0,40 100,00
101
102 ]Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (68 + 100) 12.924.902.279,40 12.924.902.279,40

Paraf Koordinas,
Kepala BPKP Daerah
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